IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PELACURAN
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN
HUKUMUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU

HUKUM ISLAM

OLEH:
IKI RHAMADANI SUNDARA
NIM: 16370069

PEMBIMBING:
Drs. M. RIZAL QOSIM, M.SI.
NIP:19630131 199203 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021



ABSTRAK

Pelacuran merupakan salah satu gejala sosial dari berbagai gejala-
gejala yang timbul dalam masyarakat, dan dalam perjalanannya telah
menimbulkan pro dan kontra. Dalam perkembangan zaman saat ini
pelacuran pun masih ada termasuk di tangerang. Menanggapi hal tersebut
pemerintah kota tangerang sendiri mengeluarkan perda no 8 tahun 2005
tentang pelarangan pelacuran di tempat-tempat umum yang hingga saat ini
berlaku. Dalam skripsi ini penulis ingin membahas implementasi peraturan
daerah kota tangerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran.
Dengan diundangkannya peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang
pelarangan pelacuran ini merupakan sebuah hasil yang cukup baik dalam
mengurangi pelacuran di tempat-tempat umum. Namun perda ini memiliki
salah satu pasal yang menurut penulis kurang spesifik. Yakni, pada pasal 4
ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang sikap atau perilakunya
mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka
pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, di
rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan,
warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, disudut-
sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode
penelitian lapangan (field research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif
analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris,
yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-
fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data
primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah yang diwakilkan
oleh staf dewan perwakilan rakyat daerah kota Tangerang dan anggota
satuan polisi pamong praja serta warga sekitar. Sedangkan sumber data
sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-
dokumen yang Dberkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik.
Sementara teori yang digunakan adalah teori maslakah mursalah.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi peraturan
daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran dengan cara
pengendalian dan penindakan merupakan startegi yang tepat untuk
mengatasi permasalahan prostitusi yang ada di Kota Tangerang. Meskipun,
masih ada beberapa kendala yang dialami seperti, kurangnya proses
penyidikan pada tersangka yang lebih spesifik, Proses pengendalian dan
penindakan yang kurang maksimal, serta penulisan peraturan daerah yang
memliki kalimat multitafsir. Selain itu, jika melihat dari pandangan hukum
islam, pelaksanannya pun sudah sesuai dengan prinsip dan syarat
Maslakah Mursalah.

Kata Kunci : Pelacur, Implementasi, Maslakah Mursalah
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Pelacuran merupakan salah satu cerminan negatif masyarakat,
sebab hal itu merupakan perilaku negatif yang sulit diatasi secara
menyeluruh. Fenomena prostitusi ini sudah sering terjadi di masyarakat
khususnya kota Tangerang. ada beberapa daerah menerapkan Peraturan
Daerah (perda) yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat
khususnya para wanita. upaya untuk mengurangi prostitusi dan membasmi
angka pelacuran atau pelaku prostitusi. Salah satu kota itu ialah kota

Tangerang.

Dengan adanya Peraturan Daerah (perda) Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran dapat mengurangi masalah prostitusi di

masyarakat kota Tangerang.

Disamping itu H. Arief Rachadiono Wismansyah B.Sc, M.Kes.
sebagai wali Kota Tangerang memiliki visi yang menjadikan Kota
Tangerang “Kota yang sejahtera, berakhlaqul karimah, dan berdaya saing
serta bersama mengembangkan kualitas melalui peningkatan mutu
pendidikan dan sumber daya manusia. Kedua, bersama meningkatkan

pembangunan dan ketiga, ekonomi yang mandiri dan berkeadilan”.! Juga

Yhttps://www.inews.id/news/nasional/arief-sachrudin-bangun-kota-tangerang-
dengan-akhlakul-karimah diakses pada tanggal 23 Februari 2020
1
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memiliki Misi membangun kebersamaan. Program unggulannya itu, “kita
bersama bagaimana membangun kota, bagaimana kita membangun
kampung, untuk Kkita, semua untuk kita”. timpal Wakil Wali Kota

Sachrudin.

Pemda Tangerang memiliki itikad baik untuk membenahi moral
masyarakat akan tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan pemda
Tangerang. Bahkan juga ada yang menganggap hal ini sebagai penegakan
syariat islam di tingkat pemda. Berbagai macam isu yang mendeskreditkan
Pemda Tangerang di media massa, mereka bersuara tentang mencabut

pembatalan perda tersebut.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran ini merupakan sebuah hasil yang cukup
baik dalam mengurangi pelacuran di tempat-tempat umum. Namun perda
ini memiliki salah satu pasal yang menurut penulis kurang spesifik. Yakni,

pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan,
sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka
pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, dilapangan-
lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah

penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan,



gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau di lorong-

lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah.?

Penyebabnya adalah Perda ini memberi kewenangan kepada aparat
Trantib untuk menangkap perempuan mana saja yang dicurigai sebagai
pelacur. akibatnya banyak terjadi penangkapan terhadap perempuan baik-
baik yang kebetulan keluar malam seperti pulang kerja. padahal dalam
sistem hukum manapun seseorang tidak boleh ditangkap dan dihukum

hanya dilandasi oleh kecurigaan.

Kejadian kasus salah tangkap yang dialami seorang ibu rumah
tangga yang bekerja di sebuah restoran, ditangkap oleh petugas pada saat
pulang kerja. la tetap diberi hukuman karena gagal menghadirkan seorang
saksi di dalam sidang pengadilan. Dalam perlindungan hukum yang diatur
dalam perundang-undangan bahwa tersangka atau terdakwa berhak
menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai

orang yang ditangkap dan hukum yang diterapkannya.*

Dengan kasus tersebut Perda Nomor 8 Tahun 2005 dalam
implementasinya telah menimbulkan kriminalisasi terhadap perempuan

yang bekerja di malam hari sehingga terjadi adanya pro dan kontra

2 peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran

*https://news.detik.com/berita/d-560707/inilah-perda-pelacuran-tangerang-yang-
kontroversial-itu, artikel diakses pada tanggal 23 Februari 2020

* Lukman hakim, “perlindungan hukum korban salah tangkap oleh keopolisian
republic Indonesia,” jurnal hukum magnum opus, vol 3. No.1 (2020), him.



https://news.detik.com/berita/d-560707/inilah-perda-pelacuran-tangerang-yang-kontroversial-itu
https://news.detik.com/berita/d-560707/inilah-perda-pelacuran-tangerang-yang-kontroversial-itu

mengenai Perda tersebut akan tetapi dibutuhkan sebuah regulasi untuk
menertibkan aktivitas mereka dengan terus berfikir bagaimana mencari

penyelesaian permasalahan mereka.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah
lebih dalam masalah Implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun
2005 Tentang Pelarangan Pelacuran dilihat dari Perspektif Maslazah

mursalah. difokuskan pada masalah pasal 4 ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini hendak

menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang ?

2. Apa Kendala Penerapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang ?

3. Bagaimana Penerapan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran Dilihat Dari Perspektif Maslakah

Mursalah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Menjelaskan Bagaimana Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005

Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang.



b. Menjelaskan Bagaimana Kendala Penerapan Perda Kota
Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran
di Kota Tangerang.

c. Menjelaskan Bagaimana Penerapan Perda Kota Tangerang
Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Dilihat Dari
Perspektif Maslahah Mursalah

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari peneitian ini adalah dapat memberikan sumbangan

pemikiran yang berupa teori - teori dalam kaitannya dengan

pelaksanaan penelitian tentang Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun

2005 Tentang Pelarangan Pelacuran serta masukan kepada pihak -

pihak yang membutuhkan, khususnya lembaga atau instansi

pemerintah.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun
dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam tema yang
diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini ada beberapa penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun belum ada secara
spesifik yang meneliti Bagaimana Penerapan dan kendala dalam Perda
Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang

serta mengkaitkannya dengan pandangan hukum islam. Maka dari itu



penyusun mengangkat tema tentang “Implementasi Perda Nomor 8 Tahun
2005 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang Perspektif
Maslakah Mursalah”. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut
antara lain :

Pertama, Skripsi oleh Naomi Febrina Sinaga dengan karya
berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Di
Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana’.
Penelitian ini mengkaji bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 8
Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang di tingkat
penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian yang dibantu Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang dalam mengamankan jalannya
Perda ini melalui proses operasi atau razia di tempat-tempat yang
terindikasi adanya tindakan prostitusi. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang
— undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek
pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang
diangkat.”

Kedua, Skripsi oleh Ety Lusiana dengan karya berjudul “Respon
Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2005 Tentang Pelarangan Pelacuran”. Penelitian ini mengkaji bagaimana

> Naomi Febrina Sinaga, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran Di Kota Tangerang Di Tingkat Penyidikan Di
Hubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Skripsi mahasiswi
Universitas Pasundan, 2017.



tanggapan dan reaksi masyarakat Kota Tangerang sendiri yang berlatar
belakang masyarakat yang menjunjung tinggi agama memandang
fenomena pelacuran yang terjadi di masyarakat dengan dikeluarkannya
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran Di
Kota Tengerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum
normatif karena titik tekannya didasarkan Pada Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran serta peraturan lainnya yang
terkait dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang, baik menyangkut
masalah yang diteliti dengan memuat deskripsi masalah berdasarkan
tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat dan mendalam. Pendekatan
empiris juga dilakukan, terutama untuk memotret realitas yang terjadi di
lapangan yang berkaitan dengan respon masyarakat Kota Tangerang
terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Pelarangan Pelacuran.

Ketiga, Skripsi oleh rifki andromeda nasution dengan karya
berudul “tinjauan hukum islam terhadap kebijakan peraturan daerah
provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor 18 tahun 1954 tentang
pelarangan pelacuran di tempat-tempat umum”. Penelitian ini mengkaji
bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kebijakan peraturan daerah
provinsi daerah istimewa yogyakarta no. 18 tahun 1954 tentang larangan
pelacuran ditempat-tempat umum. Penelitian ini menggunakan jenis

lapangan (field resach), dengan mengambil sumber data dari perda no 18

® Ety Lusiana, “Respon Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran”. Skripsi Mahasiswi Uin
Syarif Hidayatullah, 2009.



tahun 1954 tentang pelarangan pelacuran ditempat-tempat umum,
kemudian dikonsultasikan pada pihak yang berkompeten tentang masalah
tersebut, lalu dideskripsikan dan dianalisis dengan pandangan hukum
islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis
yakni, menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil
atau kaidah hukum islam yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga
berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek
penelitian ini, seperti KUHP, peraturan daerah dan sebagainya yang
berkaitan dengan tema penelitian.’

Keempat, skripsi oleh agus arban andriawan dengan karya berjudul
“penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di wilayah kabupaten
bantul berdasarkan perda nomor 5 tahun 2007”. Penelitian ini mengkaji
bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di wilayah
kabupaten bantul, dan apakah penegak hukum terhadap pelanggaran
prostitusi di kabupaten bantul sudah sesuai dengan perda bantul nomor 5
tahun 2007 tentang larangan prostitusi di wilayah kabupaten bantul.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu
penelitian lapangan dan menjelasan apa yang ada di lapangan dengan
pendekatan masalah yuridis sosiologis. Data didapat langsung dari subyek
penelitian dengan cara pengamatan secara langsung, wawancara dan

melalui telaah pustaka. Untuk menganalisis data penyusun menggunakan

" Rifki Andromeda Nasution, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1954 Tentang
Pelarangan Pelacuran Di Tempat-Tempat Umum”. Skripsi Mahasiswa Uin Sunan
Kalijaga, 2009.



metode analisis kualitatif, yakni menggambarkan mengenai peraturan
kemudian dikaitkan dengan kenyataannya dilapangan dan akhirnya
mengambil kesimpulan. lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah

kabupaten bantul 2
E. Kerangka Teori
1. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

normatif, bukan sosiologi.’

Menurut Kelsen yang dikutip Rato, hukum adalah sebuah sistem
norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau
dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang bijaksana. Undang-
Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

® Agus Arban Andriawan, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prostitusi
Di Wilayah Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007”. SKripsi
Mahasiswa Uin Sunan Kalijaga, 2016.

° Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami
Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, him.59
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dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.
Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan itu dan

pelaksanaan aturan tersebut harus menimbulkan kepastian hukum. ™

Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan yang dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas
dalam artian tidak menimbulkan keraguan, multitafsir dan logis. Jelas
dalam artian bisa menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya
sehingga tidak berbenturan atau membuat konflik norma. Kepastian
hukum mengarah kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten
dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan
yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan

moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.
2. Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata Maslakah berasal dari Bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata Maslakah, yang
berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan
menolak kerusakan.’? Menurut bahasa aslinya kata Maslahah berasal dari

kata salahu, Yasluhu, salahan, Wa | glas , mla artinya sesuatu yang

10 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,
him.158.

" Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N
Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, HIm. 385.

“Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang,1955), him. 43.
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baik, patut, dan bermanfaat.® Sedang kata Mursalah artinya terlepas
bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang
membolehkan atau yang melarangnya.

Kata Maslakah berarti kepentingan hidup manusia. Kata Mursalah
sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan sesuatu
atau membatalkannya. Maslakzah Mursalah yang disebut disebut juga
istishlah secara terminologis, menurut ulama - ulama usul, adalah
Maslahah yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membenarkan
atau yang membatalkannya.**

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maslakah Mursalah adalah
Maslahah di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan
Maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya
atau pembatalannya.’

Sumber asal dari metode Maslaizah Mursalah adalah diambil dari
Al - Qur’an maupun hadist yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat dan
hadist berikut :

QS.Al-Bagarah:106
8 e il o alas Q) Lglia gl Taia iy €l Lol 5l A0 (ge s La

J-‘JB "u-“‘

BMuhammad  Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

YSuyuti Pulungan, Figh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1999),him.32.

®Abdullah Wahab Khallaf, 1lmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), him. 123.

1° Al-Bagarah (2): 106.
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Sedangkan nasi dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam
mengistimbatkan hukum dengan metode Maslakah Mursalah adalah
Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang

berbunyi:'’
s Oe pema L), Gl lne Was | sy (a2 Uias
e dl Lo dll Jsuy JB 2 JB Gabe Gl e dn Se (e anall
2V ) pal¥ als
Busana wanita hendaknya tidak menjadi perhiasan yang

membuatnya terlihat indah di depan para lelaki, yang sehingga

menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah 74 ala berfirman:*®
29 Y 5 Geas b haing s G el (e ety it sall Ji
2 Y5 Gesan e (R yed 0yl s Leia el e W) (i)

F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan field research dengan
wawancara langsung pada subjek penelitian yang akan diambil dari

penegak hukum, pemerintah setempat, hingga masyarakat. Hal ini

17 https://tafsirg.com/hadits/ibnu-majah?page=2,diakses 23 February 2020.
18 QS.An-Nur:31
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dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai peristiwa

yang diteliti yang kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian
dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya
kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan
gambaran mengenai masalah yang ada.
1. Tehnik pengumpulan data
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penulis untuk memperoleh keterangan-
keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka
dengan orang yang memberikan keterangan kepada si peneliti
melalui media sosial. Adapun jenis wawancara yang digunakan
penulis adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas
melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-
catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis
mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan maupun berpengalaman terhadap data-data yang
penulis teliti.
b. Dokumentasi
Penulis memiliki data tertulis seperti buku, majalah,

jurnal-jurnal, peraturan-peraturan tertulis, dan media.
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2. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam teknik ini adalah
pendekatan Maslahah Mursalah yaitu dengan melihat permasalahan
yang terjadi di masyarakat, Apakah peraturan tersebut
mendatangkan kemaslahatan atau justru sebaliknya sesuai dengan
fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.
3. Analisis data
Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif dengan metode Induktif. Metode induktif adalah
dengan menganalisa data dan memaparkan data yang bersifat

khusus menuju yang umum atau teori.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan
kemudahan pemahaman dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka
penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan
melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian
tersebut terdiri dari bab-bab dan didalam bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan untuk
mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari
tujuh sub bab: mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua, tentang landasan teori, menjelaskan teori Maslahah
Mursalah mengenai Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan
Pelacuran mencakup dua sub bab: Mengenai pengertian Maslakah
Mursalah, Syarat Maslakah Mursalah, Kedudukan Maslakah Mursalah
dan kehujjahan-nya, dan Metode pelarangan pelacuran menurut Maslazah
Mursalah, selanjutnya menjelaskan Teori Kepastian Hukum.

Bab ketiga, tentang Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang
Pelarangan Pelacuran, makna pelacur dalam islam, asal muasal pelacur
tengerang, kondisi social pelacur Tangerang, perilaku dan gaya hidup
pelacur Tangerang, serta penerapan perda kota Tangerang no.8 tahun 2005
tentang pelarangan pelacuran.

Bab Keempat, menjelaskan Analisis Implementasi Perda Kota
Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.
Membahas mengenai problematika Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun
2005 Tentang Pelarangan Pelacuran berdasarkan Teori Kepastian Hukum
serta Analisa Implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Pelarangan Pelacuran berdasarkan perspektif Maslakah
Mursalah.

Bab lima, Penutup, bab ini dikemukakan rangkuman hasil
penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik
kesimpulannya serta ditambahkan dengan saran yang terkait dengan pokok

bahasan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
bahwa implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang
pelarangan pelacuran di kota tangerang dalam melaksanakan penerapan
peraturan daerah terhadap masyarakat kota Tangerang sudah cukup baik.
Penerapan peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan
pelacuran yang dilakukan di kota Tangerang dalam melakukan penindakan
dan pengendalian merupakan sebagai bentuk pencegahan atas Tindakan
prostitusi. Tentunya Guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan
lingkungan yang baik dan nyaman.

Kendala implementasi peraturan daerah kota Tangerang nomor 8
tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran hingga saat ini adalah penulisan
dalam pasal 4 ayat (1) yang menuliskan “setiap orang yang sikap atau
perilakunya mencurigakan”, yang tentunya memiliki keragu-raguan yang
merupakan suatu kebalikan dari asas kepastian hukum yang menjadi asas
negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-
undangan.

Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2005 tentang
pelarangan pelacuran di Kota Tangerang prespektif maslakzah mursalah,

merupakan  kebijakan yang memperhatikan  kemaslahatan  dan

62
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menghindarkan dari kemudaratan. Hal tersebut dapat dilihat dari
penindakan dan pengendalian kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh Tim
Petugas yang berwenang, yang dinilai membantu masyarakat Kota
Tangerang dalam menindak prostitusi. Sejalan dengan hal tersebut dalam
rangka menegakkan kemaslahatan Implementasi Peraturan Daerah Kota
Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran dalam
melaksanakan penindakan dan pengendalian sudah termasuk dalam
maslakah dharuriyah. Berdasarkan maslakah mu’tabarah mulai dari
memelihara agamanya (hifz ad-dm), melindungi jiwanya (hifz an-nafs),
memelihara akalnya (hifz al-aql), melindungi keturunannya (hifz an-nasl),

dan melindungi harta bendanya (%ifz al-mal).

. SARAN

Melihat dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tentang
Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang yang telah dibuat, terdapat
beberapa saran yang penyusun tulis untuk peneliti selanjutnya demi
kemajuan pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam bidang Pelarangan
Pelacuran. Dalam hal ini saran penyusun antara lain :

1. Diperlukan perhatian lebih dalam penulisan peraturan daerah, untuk
menghindari kalimat multitafsir dalam suatu pasal.

2. Diperlukan perhatian lebih dalam pengendalian atau penidakan
lokasi tempat prostitusi, dikarenakan terdapat lokasi tempat

prostitusi yang masih beraktivitas.
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3. Diperlukan perhatian lebih dalam proses penyidikan pada tersangka

agar tidak terjadi lagi korban salah tangkap
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Terjemahan Teks Arab

LAMPIRAN

No

Him

Fn

Bab

Terjemahan

15

Bab |

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari
ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik
atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu
tahu bahwa allah mahakuasa atas segala sesuatu.

16

Bab |

Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah

(tsat) berkata: "Tidak boleh ada yang menyakiti
atau membalas kerugian."

17

Bab |

Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
kemaluannya, dan janganlah mereka
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa)
nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka
menutupkan kain  kudung kedadanya, dan
janganlah menampakkan perhiasannya.

23

Bab Il

Kemaslahatan dalam pengertian umum yang
diinginkan  manusia adalah  segala  yang
bermanfaat bagi kehidupan mereka, baik
bermanfaat untuk menghasilkan kebaikan seperti
kesenangan dan kelezatan hidup maupun menolak
keburukan seperti menghindarkan kemudaratan
dan kesusahan.

24

Bab I1

Maslahah ialah memelihara maksud hukum syara
terhadap berbagai kebaikan yang yang telah
digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan
berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia
belaka.

25

Bab Il

Maslahah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang
mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari
sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.
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